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ABSTRAK 

Merebaknya wabah penyakit virus corona atau Covid-19 membuat pemerintah 

mengambil langkah tegas untuk menekan laju penyebaran dengan mengeluarkan 

kebijakan membebaskan lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana karena 

diketahui Lapas dan Rutan yang ada di Indonesia telah Overkapasitas. Hal ini diatur 

lewat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat 

Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka 

Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam Peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa lembaga yang di tunjuk untuk mengawasi dan membimbing 

narapidana dan anak yang mendapat asimilasi rumah adalah Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS), Karena proses asimilasi dilakukan dirumah untuk mengikuti protokol 

kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19. Hal ini juga menyebab kan 

pelaksanaan nya sedikit terhambat dan kurang efektif karena pemantauan dilakukan 

dari jarak jauh, sehingga permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yaitu Kendala 

yang dihadapi Bapas Kelas 1 Bandung dalam melaksanakan pengawasan dan 

bimbingan terhadap klien pemasyarakatan di tengah penyebaran wabah penyakit 

Covid-19 serta Faktor penegak hukum bagi Residivis yang mendapatkan asimilasi dan 

integrasi ditengah penyebaran wabah penyakit Covid-19   

Penelitian  ini   menggunakan metode  pendekatan  yuridis   normatif, yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah pasal-pasal dalam peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskripftif analitis  yaitu 

suatu metode untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti 

melalui pengumpulan data sebagai bahan menganalisis untuk menyelesaikan masalah 

yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Bapas Kelas 1 Bandung Dengan 

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor. 10 Tahun 2020. Analisis 

data  dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu data yang 

diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, 

sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka. 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 

masih terdapat kekurangan karena terdapat ketidaksesuain serta kendala yang 

mengakibatkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bapas menjadi terhambat. 

Contohnya mengenai ketidak sesuai Sk asimilasi klien pemasyarakatan sehingga 

mengakibatkan lost kontak, selain itu faktor penegakan hukum dinilai sangat penting 

terlebih lagi dengan narapidana yang mendapatkan asimilasi itu kembali berulah 

dengan melakukan tindak pidana kejahatan yang sama hal tersebut mengakibatkan 

hak asimilasi nya dicabut, hukuman nya pun akan diperberat di tambah sepertiga dari 

hukuman masa pidananya ketentuan ini diatur dalam Pasal 486 KUHP, 487 KUHP, 

dan 488 KUHP. 



ABSTRACT 

The outbreak of the corona virus ordisease has Covid-19 made the 

government take decisive steps to reduce the rate of spread by issuing a policy of 

releasing more than 30,000 (thirty thousand) prisoners because it is known that 

prisons and detention centers in Indonesia have overcapacity. This is regulated 

through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 

concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners 

and Children in the Context of Prevention and Combating the Spread of Covid-19. 

The regulation explains that the institution appointed to supervise and guide 

prisoners and children who receive home assimilation is the Correctional Center 

(BAPAS), because the assimilation process is carried out at home to follow health 

protocols to reduce the spread of Covid-19. This also causes its implementation to be 

slightly hampered and less effective because monitoring is carried out remotely, so 

that the problems that will be investigated by the author are the obstacles faced by 

Class 1 Bandung Headquarters in carrying out supervision and guidance of 

correctional clients in the midst of the spread of thedisease Covid-19. as well as law 

enforcement factors for recidivists who get assimilation and integration amid the 

spread of thedisease outbreak Covid-19  

This study uses a normative juridical approach, which is a study conducted by 

examining the articles in the laws and regulations relating to the issues raised in this 

study. The research specifications used are descriptive analytical, namely a method 

to describe or provide an overview of the object under study through data collection 

as an analysis material to solve problems related to the Implementation of Class 1 

Bandung Bapas Supervision with the enactment of the Regulation of the Minister of 

Law and Human Rights Number. 10 of 2020. Data analysis in this study uses 

qualitative juridical analysis, namely the data obtained is systematically compiled for 

further analysis in a sentence description, so that it does not use formulas or 

numbers. 

The results of this study indicate that in the implementation of the policy there 

are still shortcomings because there are discrepancies and obstacles that cause the 

implementation of supervision by Bapas to be hampered. For example regarding the 

incompatibility of correctional client assimilation Skills resulting in lost contact, 

besides that the law enforcement factor is considered very important, especially with 

prisoners who get assimilation again acting up by committing the same criminal act, 

this results in their right of assimilation being revoked, the punishment will be 

revoked. heavier plus one third of the sentence of the criminal period this provision is 

regulated in Article 486 of the Criminal Code, 487 KUHP, and 488 KUHP. 
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